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This study aimed to analyze the determinans of noncompliance taxpayer that the tax system of 
justice perception, social norms, moral norms, the risk of fraud is detected, the magnitude of the 
sanctions, religiosity, the intention to behave disobey the attitude of the taxpayer. 
The population in this study are all taxpayers freelance registered at the KPP Pratama 
Surakarta. While the sample is an individual taxpayer casual employees listed on KPP Pratama  
Surakarta. This research uses accidental sampling technique, in order to obtain a sample of 100 
individual taxpayers free labor. Theory of Planned Behavior is used to describe the relationship 
between variables. Data analysis technique used is multiple linear regression.  
The results of this study indicate that the perception of the justice system of taxation, social 
norms, moral norms, the risk of fraud is detected, the magnitude of the sanctions, religiosity, the 
intention to behave disobey, attitude taxpayer noncompliance proved to be a determinant of the 
taxpayer. 
 
Keyword :perceived tax equity, norms, sanction, religiosity, intention non tax compliance, the attitude 






Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan ketidakpatuhan wajib pajak yaitu 
persepsi keadilan sistem perpajakan, norma sosial, norma moral, risiko terdeteksinya kecurangan, 
besarnya sanksi, religiusitas, niat berperilaku tidak patuh, sikap wajib pajak. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha 
atau melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. 
Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha atau yang 
melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Penelitian ini menggunakan 
teknik Incidental Sampling serta penentuan jumlah sampel dengan menggunakan rumus Slovin sehingga 
diperoleh sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi pekerja bebas. Theory of Planned Behavior 
digunakan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
regresi linier berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan, Norma Sosial, 
Norma Moral, Risiko Terdeteksinya Kecurangan, Besarnya Sanksi, Religiusitas, Niat Berperilaku Tidak 
Patuh, Sikap wajib pajak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. 
 
Kata Kunci: Keadilan Perpajakan, Norma, Risiko Deteksi Kecurangan, Sanksi, Religiusitas, Niat, 















Pajak merupakan tumpuan sumber penerimaan negara Indonesia. Hal ini terlihat dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan bahwa sektor perpajakan 
memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara. Ini memberikan tugas kepada Direktorat 
Jenderal Pajak untuk senantiasa melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak 
(Pangestu, 2014). Realisasi penerimaan pajak tahun 2014 menurut APBN-P 2014 sebesar Rp 1.246,1 
trilyun dari total pendapatan negara dalam negeri dan hibah sebesar Rp 1.635,4 trilyun atau sebesar 
76,20% (www.anggaran.depkeu.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan APBN terbesar 
berasal dari sektor pajak. 
Pemungutan pajak di suatu negara dikatakan sukses apabila terdapat enam kondisi 
pendukung, salah satunya adalah tingkat kepatuhan dan disiplin nasional yang tinggi (Gunadi, 1997). 
Tingkat kepatuhan yang tinggi sangat diperlukan agar wajib pajak dengan sendirinya mau dan patuh 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk dalam membayar utang pajak, sehingga membuat 
pajak terkumpul secara optimal dan dapat digunakan dalam pembiayaan pembangunan negara. 
Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah. Hal ini bisa dilihat 
dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari tax gap dan tax ratio. 
Nurmantu (2003,148) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai 
suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 
perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. 
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara 
formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material 
adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakekatnya memenuhi semua ketentuan 
material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Predikat wajib pajak patuh 
dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat membayar pajak dalam 
jumlah yang besar, karena tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak 
yang dibayarkan pada kas negara. Dengan demikian, pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu 
memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, karena meskipun wajib pajak memberikan kontribusi 
besar pada negara jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran maka tidak dapat 






Telah Lapor SPT 
Terlambat Lapor 
SPT 
2013 10.125 7.407 2.718 
2014 9.242 6.930 2.312 
2015 WPOP yang terdaftar 10.235 
  Sumber: KPP Pratama Surakarta, 2015 
 
Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak 
diantaranya dilakukan oleh Mustikasari (2007) yang melakukan kajian empiris mengenai kepatuhan 
pajak badan menunjukkan bahwa tax professional yang memiliki sikap terhadap ketidakpatuhan positif, 
niat ketidakpatuhannya tinggi; pengaruh orang sekitar (perceived social pressure) yang kuat untuk 
mempengaruhi nilai tax professional untuk berperilaku patuh; tax professional yang memiliki yang 
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memiliki nilai kewajiban moral yang tinggi, niat ketidakpatuhannya rendah atau sebaliknya; semakin 
rendah persepsi tax professional atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong tax professional berniat 
patuh. 
Benk et.al (2011) melakukan penelitian mengenai perilaku wajib pajak yang mempengaruhi 
niat terhadap kepatuhan pajak di Nigeria. Penelitiannya menggunakan sikap keadilan (equity attitude), 
norma ekspektasi yang terdiri dari norma sosial dan norma moral serta kontrol perilaku berupa risiko 
deteksi dan besarnya sanksi dalam mempengaruhi niat berperilaku tidak patuh. Hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa norma sosial dan norma moral serta sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah 
mempengaruhi niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. 
Basri et.al (2012) melakukan penelitian mengenai faktor  yang mempengaruhi ketidakpatuhan 
wajib pajak. Dengan menggunakan theory of planned behavior. Penelitian ini menguji pengaruh sikap yang 
menggunakan keadilan, norma subjektif (sosial dan moral) dan kontrol perilaku (sanksi legal dalam 
religiusitas) terhadap niat berperilaku tidak patuh dan ketidakpatuhan pajak. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa faktor keadilan, norma sosial, norma moral, risiko deteksi kecurangan terhadap 
perilaku, sanksi terhadap perilaku, religiusitas perilaku, dan niat berperilaku tidak patuh berpengaruh 
signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Sedangkan faktor norma sosial, risiko deteksi 
kecurangan terhadap niat, dan religiusitas terhadap niat tidak signifikan mempengaruhi ketidakpatuhan 
pajak. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah persepsi keadilan sistem perpajakan, 
norma sosial, norma moral, risiko deteksi, besarnya sanksi, religiusitas, niat berperilaku tidak patuh, 
sikap wajib pajak sebagai determinan ketidakpatuhan wajib pajak.  
 
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
Theory of Planned Behavior 
Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat 
menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Sedangkan niat untuk berperilaku itu muncul 
karena ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu:Behavior beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil dari 
suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (beliefs strenght and outcome evaluation); Normatif beliefs, yaitu 
keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut 
(normatif beliefs and motivation to comply) dan Control beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal 
yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (control beliefs) dan persepsinya 
tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku tersebut (perceived power). 
 
Pajak  
Pajak (Undang-Undang No 28 Tahun 2007) adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 
 
Pajak Penghasilan  
Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 menyebutkan bahwa setiap  pajak yang dibayarkan 
oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan yang didapat dengan melihat aturan dari perpajakan yang 
telah ditentukan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 
diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan, baik dari Indonesia 





Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, 
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan perpajakan wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat 
Jenderal Pajak pada wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan 
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
 
Pekerjaan Bebas 
Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian 
khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja 
(UU No 28 Tahun 2007). Tidak terikat oleh suatu hubungan kerja (independen), artinya dalam waktu 
bersamaan dapat secara bebas memberikan jasanya kepada pihak lain. 
 
Ketidakpatuhan Pajak 
Ketidakpatuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya. Organization for Economic and Corporation Development-
OECD (2004) mendefinisikan ketidakpatuhan pajak sebagai risiko yang dihadapi oleh administrasi 
pajak berupa pajak yang tidak dapat ditarik dari wajib pajak karena wajib pajak tersebut tidak 
mematuhi ketentuan perpajakan sehingga ada pajak terutang yang tidak dibayar. 
 
Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Sebagai Determinan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib 
Pajak 
Basri et.al (2012) keadilan sistem pajak berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib 
pajak. Dharmawan (2013) menemukan bahwa keadilan pajak akan mendorong meningkatnya 
kepatuhan wajib pajak pribadi. Keadilan dalam sistem perpajakan tentu akan menciptakan sentimen 
positif terhadap kewajiban pajak yang diwujudkan dengan berperilaku patuh dalam membayar pajak. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa keadilan dibidang perpajakan akan mendorong menurunnya perilaku 
tidak patuh. Semakin berat sanksi yang diberikan tentu kesalahan atau pelanggaran pajak yang 
dilakukan semakin kecil. Berdasarkan uraian ringkas tersebut peneliti mengajukan sebuah hipotesis 
yang akan dibuktikan yaitu: 
H1: Persepsi keadilan sistem perpajakan sebagai determinan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. 
 
Norma Sosial Sebagai Determinan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak 
Benk et.al (2011) menunjukkan hubungan yang positif antara norma sosial dengan niat 
berperilaku tidak patuh. Basri et.al (2012) menunjukkan bahwa norma sosial tidak berpengaruh 
terhadap niat berperilaku tidak patuh. Norma   sosial  adalah persepsi  individu  tentang  pengaruh  
sosial  dalam membentuk  perilaku  tertentu  (Ajzen,  1991). Norma  sosial dibangun melalui  tekanan  
sosial  dan  pengaruh  orang-orang  sekitar wajib  pajak  yang  dianggap  penting, contohnya petugas 
pajak dan pimpinan perusahaan. Jika orang-orang di sekitar wajib pajak yang dianggap penting 
memiliki sikap positif  terhadap kepatuhan pajak, maka  wajib pajak  tersebut akan patuh membayar 
pajak. Sebaliknya, jika orang-orang di sekitar wajib pajak yang dianggap penting memiliki  sikap negatif  
terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak akan menghindari pajak.  
H2 : Norma sosial sebagai determinan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. 
 
Norma Moral Sebagai Determinan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak 
Benk et.al (2011) menunjukkan hubungan yang positif antara norma moral dengan niat 
berperilaku tidak patuh. Hasil penelitian Mustikasari (2007) menunjukkan bahwa hubungan yang 
negatif signifikan antara kewajiban moral dengan niat berperilaku tidak patuh. Basri et.al (2012) 
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menunjukkan bahwa norma moral berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Norma  moral  
merupakan  norma  individu  yang dipunyai oleh  seseorang,  namun kemungkinan  tidak  dimiliki  
oleh  orang  lain (Ajzen,  1991). Jika seorang wajib pajak memiliki moral yang tinggi, maka wajib pajak 
tersebut akan melakukan suatu hal yang dinilai baik dan akan menghindari hal yang dinilai buruk. 
Wajib pajak yang memilki moral tinggi akan memahami pentingnya pajak bagi kehidupan manusia 
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
H3 : Norma moral sebagai determinan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.  
 
Risiko Terdeteksinya Kecurangan Sebagai Determinan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib 
Pajak 
Hasil penelitian Basri et.al (2012) menunjukkan bahwa risiko terdeteksinya kecurangan 
berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan. Risiko merupakan 
penyebaran/ penyimpangan hasil actual dari hasil yang diaharapkan (Djojosoedarso, 2003). Ketika 
seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan 
pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung patuh terhadap aturan perpajakan. Karena ia 
takut jika diperiksa dan ternyata melakukan kecurangan maka dana yang dikeluarkan untuk membayar 
denda akan jauh lebih besar dari pada pajak yang seharusnya dibayar.  
H4: Risiko terdeteksinya kecurangan sebagai determinan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. 
 
Besarnya Sanksi Sebagai Determinan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak 
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi.  Atau dengan kata lain sanksi 
perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. 
Secara konvensional, sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan. Hasil penelitian Benk et.al 
(2011) menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan mempengaruhi niat untuk berperilaku wajib pajak. 
Hasil penelitian Basri et.al (2012) besarnya sanksi tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak 
patuh sedangkan pengaruh sanksi terhadap perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak berpengaruh 
signifikan.  
H5 : Besarnya sanksi sebagai determinan terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak. 
 
Religiusitas Sebagai Determinan Terhadap Ketidakpatuhan Pajak 
Religiusitas adalah sebagai nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama 
umumnya memiliki tujuan yang sama dengan mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku 
yang buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakkan 
perilaku moral. Basri et.al (2012) menunjukkan bahwa Religiusitas tidak berpengaruh terhadap niat, 
sedangkan religiusitas berpengaruh terhadap perilaku tidak patuh wajib pajak. 
H6 : Religiusitas sebagai determinan terhadap perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak. 
 
Niat Berperilaku Tidak Patuh Sebagai Determinan Terhadap  Ketidakpatuhan Pajak.  
Niat berperilaku merupakan variabel perantara dalam membentuk perilaku (Ajzen, 1991). 
Wajib pajak yang mempunyai niat untuk tidak patuh, jika terdapat kesempatan untuk berperilaku maka 
kesempatan tersebut akan direalisasikan dengan action mereka. Mustikasari (2007) telah membuktikan 
secara empiris bahwa niat berpengaruh secara positif terhadap perilaku. Basri et.al (2012) menunjukkan 
bahwa Niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. 
H7: Niat untuk berperilaku tidak patuh sebagai determinan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. 
 
Sikap Wajib Pajak Sebagai Determinan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak. 
Sikap didefinisikan sebagai perasaan men-dukung atau memihak (favorableness) atau perasaan 
tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorableness) terhadap suatu objek yang akan disikapi. 
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Perasaan ini timbul dari adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari 
perilaku tertentu tersebut. Hasil penelitian Mustikasari (2007); Mandiri dkk (2009); Winarsih (2015) 
yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. 
H8: Sikap wajib pajak sebagai determinan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. 
METODE PENELITIAN 
Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas 
atau yang memiliki usaha yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta sampai akhir tahun 2015 yaitu 
10.235. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin,  
 
  
     




     
      
             
 
Berdasarkan hasil rumus diatas, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 100 
responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam pemilihan data menggunakan 
incidental sampling.  
 
Definisi Operasional Variabel 
Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan 
Persepsi  terhadap    keadilan    sistem  pajak  terdiri  dari  3  dimensi  yaitu  vertical  equity, 
horizontal  equity  dan  exchange  equity.  Vertikal  equity  merupakan  kewajaran  pajak  yang dibayarkan  
wajib pajak dibandingkan orang lain yang memiliki kekayaan yang lebih. Horizontal equity adalah 
persepsi kewajaran pajak yang dibayar dibanding orang lain yang memiliki jumlah kekayaan  yang  
sama dan,  exchange  equity adalah kewajaran pajak  yang  dibayar  dibandingkan dengan 
servis/pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kuesioner ini menggunakan kuisioner yang telah 
digunakan oleh Basri dkk, (2012). 
 
Norma Sosial 
Norma  sosial  merupakan  kekuatan  pengaruh  pandangan  orang-orang  di  sekitar  Wajib 
Pajak  terhadap  perilaku  ketidakpatuhan wajib  pajak.   Seseorang  dapat  terpengaruh  atau  tidak 
terpengaruh  sangat  tergantung  dari  kekuatan  kepribadian  orang  yang  bersangkutan  dalam 
menghadapi orang lain. Norma sosial mengukur pengaruh keluarga dan pengaruh teman terhadap 
kepatuhan pajak.  Untuk mengukur norma sosial menggunakan instrumen yang digunakan oleh Basri 
dkk., (2012) yang terdiri dari 2 pernyataan yang mengukur pengaruh keluarga dan teman sejawat.  
 
Norma Moral 
Norma moral   adalah  norma  individu  yang  dipunyai  oleh  seorang wajib  pajak, namun  
kemungkinan  tidak  dimiliki  oleh  wajib  pajak  yang  lain.  Indikator  norma  moral  yang digunakan 
dalam penelitian ini merupakan 2 indikator yang mengukur  sikap seseorang jika tidak melaporkan  
kewajiban. Instrumen ini juga   digunakan oleh Basri dkk, (2012). 
 
Risiko Deteksi 
Risiko    deteksi  mengukur  seberapa  besar  petugas  pajak  dan  sistem  administrasi  dan 
komputerisasi  petugas  pajak    dapat  mendeteksi  jumlah  pendapatan  kena  pajak  yang  tidak 
dilaporkan.  Untuk  mengukur  risiko  deteksi  menggunakan 2 pernyataan. Instrumen ini juga 





Sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak dikarenakan ketidak patuhan wajib 
pajak. Sanksi    terdiri dari 2  indikator,  indikator pertama sanksi yang diberikan  jika wajib pajak tidak 
melaporkan  tambahan  penghasilan  kena  pajak.  Indikator   kedua  mengukur  seberapa serius sanksi 
yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak.  Instrumen  ini  juga menggunakan instrument dari  
Basri dkk, (2012). 
 
Religiusitas 
Religiusitas  menunjuk  pada  tingkat  keterikatan    individu    dengan  agama.  Hal  ini 
menunjukkan  bahwa  individu    telah  menghayati  dan  menginternalisasi    ajaran  agamanya 
sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya. Religiusitas dapat dibagi 
menjadi  lima dimensi (Glock, 1962 dalam Basri et al2012). Pertama, dimensi  ideologis, dimana para 
pengikut agama-agama  diharapkan  untuk  mematuhi  set  tertentu  dari  keyakinan.  Kedua,  dimensi  
ritualistik  - praktek  keagamaan  tertentu  dianut  oleh  pengikut  seperti  shalat,  puasa  dan  meditasi.  
Ketiga, dimensi  pengalaman  yang  menekankan  pengalaman  religius  sebagai  indikator  tingkat 
religiusitas.  Keempat,  dimensi  intelektual  yang  berfokus  pada  pengetahuan  agama  digunakan 
untuk  memperkuat  satu  adalah  keyakinan  agama.  Akhirnya,  dimensi  konsekuensial 
mengidentifikasi  efek dari kepatuhan  terhadap  empat dimensi pertama  yang  individu. Panduan 
untuk berperilaku berdasarkan keyakinan agama, praktek, pengalaman dan pengetahuan. 
 
Niat untuk berperilaku tidak patuh 
Niat  atau  intensi  adalah  kecenderungan  wajib  pajak  untuk  melakukan  perilaku 
ketidakpatuhan  pajak.  Dalam  mengukur  variabel  laten  niat  untuk  berperilaku  tidak  patuh, 
responden akan dimintai pendapatnya tentang 2 pernyataan  yang mewakili 2 variabel niat, yaitu: (1)  
kecenderungan  dan  (2)  keputusan  untuk  tidak  patuh  terhadap  ketentuan  perpajakan.  Kuesioner  
ini  menggunakan kuesioner yang digunakan oleh peneliti sebelumnya Mustikasari, 2007. 
 
Sikap Wajib Pajak  
Sikap adalah aspek perasaan yang dimiliki wajib pajak yang ditentukan secara langsung oleh 
keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap ketidakpatuhan pajak. Pengukuran variabel ini 
mereplikasi dari penelitian Tarjo (2009) yaitu: keinginan membayar pajak lebih kecil dari yang 
seharusnya, perasaan pemanfaatan pajak yang tidak transparan, perasaan dirugikan oleh sistem 
perpajakan, biaya suap kepada petugas lebih kecil dibanding dengan pajak yang bisa dihemat. Serta  
menambahkan dari Mustikasari (2007) sulitnya peraturan perpajakan, dan frekuensi perubahan 
peraturan. 
 
Ketidakpatuhan Wajib Pajak 
Ketidakpatuhan pajak  adalah ketidakpatuhan   wajib pajak   dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan. Variabel  laten  ini  diukur  dengan  menggunakan  instrumen  yang  direplikasi  dari 
penelitian Brown dan Mazur (2003) dan sesuai dengan definisi kepatuhan pajak IRS yang terdiri dari 3 
variabel:  (1) kepatuhan penyerahan SPT  (filing compliance),  (2) kepatuhan pembayaran (payment  
compliance),  dan  (3)  kepatuhan  pelaporan  (reporting  compliance).  Indikator  ketiga variabel  kepatuhan  
mengacu  definisi  kepatuhan  material  pada  KMK  No.  235/KMK.03/2003 tentang  kriteria  wajib  
pajak  patuh  dalam  rangka  pengembalian  pendahuluan  kelebihan pembayaran pajak. Kuesioner  ini  





Untuk  membuktikan  kebenaran hipotesis  maka  digunakan  metode  analisis secara  
kuantitatif.  Pada  metode  tersebut tahapan pengujian hipotesis dilakukan dengan alat uji  statistik.   





Uji Validitas dan Reliabilitas 
Berdasarkan hasil uji validitas dapat diketahui bahwa semua butir pernyataan variabel penelitian 
memiliki rhitung >rtabel sehingga semua item pernyataan dalam masing-masing variabel dinyatakan 
valid rhitung > 0,195. 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan dari masing-
masingvariabel dalam penelitian ini adalah reliabel. Hal ini ditunjukkan oleh nilai cronbach alpha dari 
masing-masing variabel bernilai lebih dari 0,60. Nilai Cronbach Alpha variabel keadilan 0,852, Norma 
Sosial 0,909, Norma Moral 0,954, Risiko Deteksi 0,776, Besarnya Sanksi 0,878, Religiusitas 0,928, Niat 
Berperilaku Tidak Patuh 0,932, Sikap 0,942, Ketidakpatuhan 0,885. 
 
Uji Asumsi Klasik 
Hasil penelitian ini telah lulus uji asumsi klasik, dimana dari hasil perhitungan menunjukkan 
bahwa nilai signifikansinya (p value) sebesar 0,540> 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas atau dapat dikatakan sebaran data 
penelitian terdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas diketahui nilai tolerance bahwa masing-
masing variabel mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1. Nilai 
tolerance variabel keadilan 0,943, norma sosial 0,568, norma moral 0,565, risiko deteksi 0,922, 
besarnya sanksi 0,853, religiusitas 0,917, niat berperilaku tidak patuh 0,864, sikap wajib pajak 0,750  
dan hasil perhitungan juga menunjukan bahwa nilai VIF variabel bebas yaitu keadilan 1,061, norma 
sosial 1,761, norma moral 1,771, risiko deteksi 1, 085, besarnya sanksi 1,172, religiusitas 1,091, niat 
berperilaku tidak patuh 1,158, sikap wajib pajak 1,333. Hal ini berarti menunjukkan bahwa tidak 
adanya masalah multikolinier dalam model regresi, sehingga memenuhi syarat analisis regresi. 
Hasil uji heteroskedastisitas juga menunjukan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang 
terjadi dalam proses estimasi parameter model penduga, dimana tidak ada p-value kurang dari 0,05. 
Nilai signifikansi seluruh variabel bebas yaitu keadilan 0,826, norma sosial 0,099, norma moral 0,066, 
risiko deteksi 0,079, besarnya sanksi 0,136, religiusitas 0,169, niat berperilaku tidak patuh 0,155, sikap 
wajib pajak 0,088. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel tidak mengandung adanya 
heteroskedastisitas, sehingga memenuhi persyaratan dalam analisis regresi. 
 




Sumber: Data primer yang diolah, 2016 
Dari hasil analisis regresi berganda di atas, dapat diperoleh persamaan sebagai berikut: 
KWP = 0,379KD+ 0,226NS+ 0,292NM+0,164RD+ 0,299BS+ 0,263RL+ 0,303N+ 0,326S+  
ε 
Dari persamaan regresi berganda diatas dapat diketahui bahwa apabila semakin tinggi  keadilan 
sistem perpajakan, norma sosial, norma moral, risiko deteksi, besarnya sanksi, dan religiusitas maka 
tingkat ketidakpatuhan wajib pajak akan semakin menurun. Kemudian apabila semakin baik sikap 
wajib pajak maka akan menurunkan ketidakpatuhan wajib pajak. Apabila semakin rendahniat 




Pada tahapan pengujian statistik teridentifikasi hasil pengujian F-statistik diperoleh nilai Fhitung 
sebesar 19,032>Ftabel (2,04) dengan nilai signifikannya sebesar 0,000 pada tingkat signifikan 0,05 maka 
dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel-variabel independen yang meliputi persepsi 
keadilansistem perpajakan(X1), norma sosial(X2), norma moral (X3), resiko deteksi(X4), besarnya 
sanksi (X5), religiusitas(X6), niat berperilaku tidak patuh (X7), dan sikap wajib pajak (X8) menjadi 
determinan secara bersama-sama terhadap ketidakpatuhanwajib pajak atau model regresi yang 
terbentuk fit untuk digunakan dalam analisis. 
 
Uji T 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keadilan sistem perpajakan memiliki nilai 
thitung sebesar (5,744) > ttabel (1,986) dengan tingkat signifikan sebesar (0,000) < α (0,05). Sehingga 
variabel persepsi keadilan sistem perpajakan sebagai determinan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel norma sosial memiliki nilai thitung(2,655) > ttabel 
(1,986) dengan tingkat signifikan sebesar (0,009) < α (0,05). Sehingga variabel norma sosial sebagai 
determinan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabelnorma moral yang memilikinilai thitung(3,424) 
>ttabel  (1,986) dengan tingkat signifikan sebesar (0,001) < α (0,05). Sehingga variabel norma moral 
sebagai determinan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel resiko deteksi memilikinilai thitung (2,458) > 
ttabel (1,986) dengan tingkat signifikan sebesar (0,016) < α (0,05). Sehingga variabel risiko terdeteksinya 
kecurangan sebagai determinan terhadap ketidakpatuhanwajib pajak. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabelbesarnya sanksi yang memilikinilai thitung 
(4,303) > ttabel (1,986) dengan tingkat signifikan sebesar (0,000) < α (0,05). Sehingga variabel besarnya 
sanksi sebagai determinan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel religiusitas memiliki nilai thitung sebesar 
(3,925)>ttabel (1,986) dengan tingkat signifikansi sebesar (0,000) < α (0,05). Sehingga variabel 
Religiusitas sebagai determinan terhadap perilaku ketidakpatuhan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel niat berperilaku tidak patuh memiliki nilai 
thitung sebesar 4,393> ttabel (1,986) dengan tingkat signifikansi sebesar (0,000) < α (0,05). Sehingga 
variabel niat untuk berperilaku tidak patuh sebagai determinan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sikap wajib pajak memiliki nilai thitung sebesar 
4,405>ttabel (1,986) dengan tingkat signifikansi sebesar (0,000) < α (0,05). Sehingga variabel sikap wajib 
pajak sebagai determinan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. 
 
Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Pada ringkasan hasil pengujian statistik terlihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,593 yang 
berarti variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 59,3%. Hal ini 
berarti variabel-variabel independen meliputi keadilan sistem perpajakan(X1), norma sosial(X2), norma 
moral (X3), resiko deteksi(X4),besarnya sanksi (X5), religiusitas(X6), niat berperilaku tidak patuh (X7), 
dan sikap wajib pajak (X8)sebagai determinanketidakpatuhan wajib pajak sebesar 59,3% sedangkan 
sisanya sebesar 40,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
PEMBAHASAN 
Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Sebagai Determinan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib 
Pajak 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keadilan sistem perpajakan memiliki tingkat 
signifikan sebesar (0,000) < α (0,05). Sehingga variabel persepsi keadilan sistem perpajakan sebagai 
determinan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak, itu berarti bahwa hipotesis pertama diterima (H1 
diterima).  
Menurut Torgler (2003) keadilan (equity attitude) merupakan persepsi ekuitas individu sebagai 
sistem pajak. Ketika wajib pajak merasa tidak adil dengan pajak yang dibayar maka akan 
mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh. Hubungan antara keadilan pajak dan kepatuhan 
pajak menunjukkan reaksi negatif terhadap pajak tersebut. 
Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Basri et.al (2012) menunjukkan bahwa 
keadilan mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh. Artinya semakin tinggi keadilan yang 
dirasakan oleh wajib pajak terhadap pajak maka akan meningkatkan kesukarelaan untuk membayar 
pajak dengan kata lain semakin kecil keinginan untuk berperilaku tidak patuh dan sebaliknya semakin 
rendah keadilan yang dirasakan terhadap sistem perpajakan maka niat untuk tidak patuh makin tinggi. 
 
Norma Sosial Sebagai Determinan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel norma sosial memiliki tingkat signifikan 
sebesar (0,009) < α (0,05). Sehingga variabel norma sosial sebagai determinan terhadap ketidakpatuhan 
wajib pajak, itu berarti bahwa H2 diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa lingkungan sosial yang 
meliputi teman, teman sejawat dan keluarga mempengaruhi wajib pajak untuk berniat tidak patuh.  
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitan Mandiri dkk (2009); Benk et.al (2011); Jayanto 
(2011); Winarsih (2015) menunjukkan hubungan yang positif antara norma sosial dengan perilaku 
tidak patuh wajib pajak. Norma sosial merupakan komponen yang berisi keputusan yang dibuat wajib 
pajak setelah mempertimbangan pandangan orang-orang yang mempengaruhi norma sosial tentang 
ketidakpatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki keyakinan bahwa orang lain (teman, anggota keluarga 
dan petugas pajak) berpendapat sebaiknya dia melakukan ketidakpatuhan pajak, akan menyebabkan 
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dirinya berniat untuk berperilaku tidak patuh. Begitu pula sebaliknya, jika wajib pajak tidak memiliki 
keyakinan bahwa orang lain berpendapat sebaiknya dia melakukan ketidakpatuhan pajak, maka kecil 
kemungkinannya muncul niat berperilaku tidak patuh pada wajib pajak tersebut. Sebagian besar 
responden masih ragu terhadap pernyataan tentang dorongan teman, anggota keluarga untuk tidak 
mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku yang menyebabkan seseorang berniat untuk tidak patuh. 
Sehingga jika anggota keluarga, teman, pasangan atau petugas pajak mendorong untuk melakukan 
ketidakpatuhan pajak maka akan memunculkan niat wajib pajak berperilaku tidak patuh dan jika 
anggota keluarga, teman, pasangan atau petugas pajak mendorong untuk melakukan agar selalu patuh 
pajak maka akan memunculkan niat wajib pajak berperilaku patuh pajak. 
 
Norma Moral Sebagai Determinan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabelnorma moral yang memilikitingkat signifikan 
sebesar (0,001) < α (0,05). Sehingga variabel norma moral sebagai determinan terhadap 
ketidakpatuhan wajib pajak, itu berarti bahwa H3diterima. Semakin tinggi norma moral yang dimiliki 
seseorang maka semakin rendah niatnya untuk berperilaku tidak patuh. 
Benk et al (2011) menambahkan bahwa norma  moral  merupakan  norma  individu  yang  
dipunyai  oleh  seseorang,  namun kemungkinan  tidak  dimiliki  oleh  orang  lain.  Jika  seorang wajib  
pajak  memiliki  moral  yang tinggi, maka wajib pajak tersebut akan berfikir positif dan melakukan 
suatu hal yang dinilai baik dan  perlu  dilakukan,  dan  akan  menghindari  perbuatan  yang  dinilai  
buruk wajib wajak  yang memiliki moral  yang  tinggi  akan memahami  pentingnya  pajak  bagi  
kehidupan manusia  dalam meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Dengan  demikian wajib  pajak  
tersebut  akan  segera memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  dengan  meninggalkan  asumsi-asumsi  
negatif  yang  ada dimasyarakat  tentang  pajak.  Sebaliknya,  wajib  pajak  yang  memiliki  moral  yang  
rendah memandang  pajak  sebagai  suatu  hal  yang  tidak  penting  serta  menghindari  kewajiban 
perpajakannya.  
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitan Mandiri dkk (2009); Benk et.al (2011); Jayanto 
(2011); Winarsih (2015) menunjukkan hubungan yang positif antara norma moral dengan perilaku 
tidak patuh wajib pajak. 
 
Risiko Terdeteksinya Kecurangan Sebagai Determinan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib 
Pajak 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel resiko deteksi memilikitingkat signifikan 
sebesar (0,016) < α (0,05). Sehingga variabel risiko terdeteksinya kecurangan sebagai determinan 
terhadap ketidakpatuhanwajib pajak, itu berarti bahwa H4 diterima.  
Hal ini dapat diartikan bahwa risiko terdeteksinya kecurangan oleh petugas pajak 
mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak untuk tidak patuh. Hal ini disebabkan kemungkinan bagi 
wajib pajak orang pribadi deteksi risiko kecurangan dengan mudah untuk dilakukan. Jika terdapat 
tambahan penghasilan wajib pajak pribadi mudah dideteksi oleh sistem perpajakan kecuali wajib pajak 
tersebut secara sukarela melaporkannya. 
Ditambahkan oleh Ajzen (1991) menyatakan bahwa kontrol keperilakuan mempengaruhi 
secara langsung maupun tidak langsung (melalui niat) terhadap perilaku. Pengaruh langsung dapat 
terjadi jika terdapat acctual controldi luar kehendak individu sehingga mempengaruhi perilaku. Sesuai 
dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan (actual behavior control) niat tersebut akan 
diwujudkan jika kesempatan itu muncul. Namun sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi 
bertentangan dengan niat individu tersebut. Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak 
memungkinkan memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan 
mempengaruhi perceived behavior control individu tersebut. Perceived behavior control yang telah 
berubah akan mempengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang 




Besarnya Sanksi  Sebagai Determinan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabelbesarnya sanksimemilikitingkat signifikan 
sebesar (0,000) < α (0,05). Sehingga variabel besarnya sanksi sebagai determinan terhadap 
ketidakpatuhan wajib pajak, itu berarti bahwa H5diterima. 
Sanksi berpengaruh terhadap perilaku tidak patuh. Sanksi yang diberlakukan pemerintah 
berpengatuh terhadap actual action. Adanya sanksi yang ditetapkan pemerintah mempengaruhi niat 
Wajib Pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Sanksi merupakan faktor pengontrol untuk 
tidak terjadinya niat dan terhadap perilaku. Oleh sebab itu sanksi yang ditetapkan tidak hanya 
mempengaruhi niat berperilaku tidak patuh juga mempengaruhi perilaku tidak patuh secara langsung. 
Sejalan dengan penelitian Benk et al (2011) bahwa sanksi mempengaruhi seseorang untuk 
berperilaku tidak patuh. Hal ini disebabkan wajib pajak memiliki perasaan takut diberikan sanksi oleh 
pemerintah.  
 
Religiusitas Sebagai Determinan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel religiusitas memiliki tingkat signifikansi 
sebesar (0,000) < α (0,05). Sehingga variabel Religiusitas sebagai determinan terhadap perilaku 
ketidakpatuhan, itu berarti bahwa hipotesis keenam diterima (H6 diterima). Hasil penelitian ini 
mengindikasikan bahwa tingkat religiusitas Wajib Pajak sebagai determinan terhadap ketidakpatuhan 
wajib pajak. 
Penelitian ini mendukung hasil penelitian Basri et.al (2012) menunjukkan bahwa religiusitas 
berpengaruh terhadap perilaku tidak patuh wajib pajak. 
 
Niat Berperilaku Tidak Patuh Sebagai Determinan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel niat berperilaku tidak patuh memiliki tingkat 
signifikansi sebesar (0,000) < α (0,05). Sehingga variabel niat untuk berperilaku tidak patuh sebagai 
determinan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak, itu berarti bahwa hipotesis ketujuh diterima (H7 
diterima). Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki niat tidak patuh jika terdapat 
kesempatan berperilaku maka kesempatan tersebut akan direalisasikan dengan perilaku mereka. 
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Mustikasari (2007) telah membuktikan secara 
empiris bahwa niat berpengaruh secara positif terhadap perilaku. Basri et.al (2012) juga menunjukkan 
bahwa niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. 
Mandiri dkk (2009) juga memperkuat hasil penelitian ini dimana niat berperilaku tidak patuh yang 
diukur dengan kecenderungan dan keputusan untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan 
berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak dengan arah positif.  Hal ini menunjukkan 
bahwa niat yang dimiliki oleh tax professional maupun wajib pajak orang pribadi akan berpengaruh 
terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Semakin besar niat berperilaku tidak patuh yang dimiliki wajib 
pajak, maka semakin besar pula perilaku ketidakpatuhan pajaknya. 
 
Sikap Wajib Pajak Sebagai Determinan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sikap wajib pajak memiliki tingkat signifikansi 
sebesar (0,000) < α (0,05). Sehingga variabel sikap wajib pajak sebagai determinan terhadap 
ketidakpatuhan wajib pajak, itu berarti bahwa hipotesis kedelapan diterima (H8diterima). Hasil ini 
menunjukkan bahwa semakin positifsikap seorang wajib pajak (dalam hal ini berartimendukung) 
terhadap ketidakpatuhan pajakmaka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak orang pribadi.Sebaliknya, 
semakin negatifsikap seorang wajib pajak (dalam hal iniberarti tidak mendukung) 
terhadapketidakpatuhan pajak maka semakin rendahtingkat ketidakpatuhan pajak orang pribadi. 
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Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Mustikasari (2007); Mandiri dkk (2009); 
Winarsih (2015) yang menyatakan bahwa terdapatpengaruh positif sikap terhadap sikap 
ketidakpatuhan wajib pajak. 
 
SIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan: 
1. Persepsi keadilan sistem perpajakan terbukti sebagai determinan ketidakpatuhan wajib 
pajak, sehingga H1 diterima kebenarannya. 
2. Norma sosial terbukti sebagai determinan ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga H2 
diterima kebenarannya. 
3. Norma moral terbukti sebagai determinan ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga H3 
diterima kebenarannya. 
4. Risiko terdeteksinya kecurangan terbukti sebagai determinan ketidakpatuhan wajib pajak, 
sehingga H4 diterima kebenarannya. 
5. Besarnya sanksi  terbukti sebagai determinan ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga H5 
diterima kebenarannya. 
6. Religiusitas terbuktisebagai determinan ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga H6 diterima 
kebenarannya. 
7. Niat berperilaku tidak patuh terbukti sebagai determinan ketidakpatuhan wajib pajak, 
sehingga H7 diterima kebenarannya. 




Beberapa hal yang menjadikan adanya keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta, 
sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh wajib pajak di seluruh Indonesia. Hasil 
yang berbedamungkinakan terjadi jika objek yang diteliti dan jumlah responden dapat 
ditambah dan lebih diperluas lagi.  
2. Penelitian ini hanya memfokuskan pada delapanvariabel yang mempengaruhi 
ketidakpatuhan wajib pajak yaitu keadilan, norma sosial, norma moral, resiko deteksi, 
besarnya sanksi, religiusitas, niatberperilaku tidak patuh dan sikap wajib pajak yang 
dipersepsikan. 
3. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel yangsedikit sehingga hasil penelitiannya tidak 
dapatdigeneralisasikan dan penelitian inimenggunakan metode regresi sehingga 
dapatmenghilangkan makna indikator. 
 
SARAN 
Adanya berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran kepada 
peneliti selanjutnya sebagai berikut: 
1. Perlu memperluas sampel penelitian selain wajib pajak yang terdaftar di KPP Surakarta 
namun dapat lebih diperluas pada KPP seluruh Propinsi Jawa Tengah, sehingga akan 
diperoleh hasil yang lebih komprehensif. 
2. Perlu dilakukan penambahan variabel lain,menerapkan teori lain dengan 
menggunakanpenelitian yang berbeda yang diharapkan dapatmenghasilkan temuan yang 
bermanfaat bagipraktisi dan pengembangan teori perilakuperpajakan. 
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapatmenambah jumlah sampel yang ada 
sehinggadengan sampel yang besar hubungan antarvariabel penelitian dapat diketahui 
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